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MOTTO  

                        

                         

           

Terjemahan:   

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadalah: 11).
1
 

  

                                                           
1
 Al-Qur’an & Terjemah, Surah Al-Mujadalah: (58:11), Departemen Agama RI. 
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ABSTRAK 

Novi Anggraeni, Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si., 2023: Analisis Transparansi, 

Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus 

Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 

2022/2023).  

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 

pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam 

keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten 

Jember Tahun 2022/2023? 2) Bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di 

Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 

2022/2023? 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui mengenai pemahaman dan 

penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana 

desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 

2022/2023. 2) untuk mengetahui mengenai pengelolaan keuangan dana desa di 

Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember 2022/2023.  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini pengumpulan data (data collection), reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion). 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber.  

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pemahaman dan penerapan 

transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa di desa 

Karang Paiton sudah bisa dikatakan cukup baik, meskipun masih ada 

permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan. 2) Pengelolaan dana desa di 

desa Karang Paiton sudah cukup baik meskipun terdapat salah satu asas dalam 

pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai. 

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Dana Desa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Salah satu efek dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam 

pemerintahan Presiden Jokowi adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan pemerintah akan membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pemerintah 

desa diharapkan bisa mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya 

pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat.
2
  

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah 

pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara 

untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi desa dari bentuk 

bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di 

tahun 2015.
3
 

Dengan adanya program dana desa tersebut mengakibatkan tuntutan 

mengenai akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pengelolaan dana desa 

kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas, transparansi 

dan responsibilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-

Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan 

                                                           
2
 Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi & Gayatri, “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, vol.26, no.2 

(Februari, 2019): 1269, https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16. 
3
 Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi, “Analisis Penerapan Good Corporate 

Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar,” Among Makarti, 

vol.11, no.22 (Desember, 2018): 109. 

https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16
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demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.
4
 

Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Adanya 

pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi kegiatan yang 

dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan. Akuntabilitas tidak hanya 

sebatas mempertanggung jawabkan hasil secara tulisan melalui laporan secara 

periodik, namun pelaksanaannnya secara nyata. Akuntabilitas merupakan wujud 

tanggungjawab penerima amanah kepada pemberi amanah.
5
 

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk 

bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan 

dan kebijakan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam hal ini dilakukan 

secara terbuka kepada seluruh elemen terkait, utamanya kepada masyarakat.
6
 

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintah terdapat 

beberapa prinsip yang mendasarinya yaitu harus ada komitmen dari pimpinan dan 

seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan, harus merupakan suatu sistem 

yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pada pencapaian misi 

                                                           
4
 Yuli Sartika, “Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan 

Keuangan Dana Desa,” Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, vol.2, no.1 (Maret,2023): 191, 

http://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/205.  
5
 Sedarmayanti, Sumber daya Manusia dan Produktivitas Kerja (Bandung: Ilham Jaya, 2003), 69.   

6
 Rakhmat, Teori Administrasi dan Manajemen Publik (Jakarta: Pustaka Arif, 2009), 42.  

http://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/205
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serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus obyektif dan transparan serta 

inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.
7
 

Akuntabilitas persfektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi 

kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada 

masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana 

pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan format yang telah ditetapkan 

sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.
8
 Akuntabilitas 

dalam Al-Qur’an dipandang sebagai sebuah amanat dan keadilan, sesuai dengan 

dalil Al-Qur’an surah An-Nisa:58 :  

                         

                         

Terjemahan:  

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.
9
 

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga 

diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas 

semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi 

menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui 

                                                           
7
 Rakhmat, Teori Administrasi dan Manajemen Publik.., 57.  

8
 Onsardi, Marini & Ezizia Selvia, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam 

(Studi KAsusDi Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara),” 

Jurnal Ilmiah Akuntansi, vol.4, no.3 (September,2020): 250. 
9
 Al-Qur’an dan Terjemah, Surah An-Nisa: (4:58), Departemen Agama RI.  
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penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi 

yang akurat dan memadai.
10

  

Transparansi juga diartikan sebagai sebuah prinsip keterbukaan dalam 

melaksanakan sebuah proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai apa yang telah dilakukan 

sebuah organisasi.
11

 Oleh karena itu, transparansi sangat penting dalam 

pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini berguna untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat sehingga juga akan memperkuat dukungan masyarakat 

kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa.  

Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik 

juga diperlukan adanya unsur responsibilitas. Responsibility (tanggung jawab) 

merupakan suatu ukuran yang memperlihatkan seberapa jauh proses pemberian 

dalam pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

ketentuan-ketentuan atau atauran dalam administrasi yang terdapat dalam 

organisasi yang telah ditetapkan dalam menunjang kualitas atau tanggung jawab 

terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan.
12

 

Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember 

merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk membuat laporan 

mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-

                                                           
10

 Astri Dwi S, Sri Indarti & Novliza Eka Patrisia, “Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi 

Layanan Publik,” Jurnal Professional FIS UNIVED, vol.7, no.1 (Juni, 2020): 45.  
11

 Arif Efendi, “The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi” (Jakarta: 

Salemba Empat, 2009), 56.  
12

 Misbah Riantari, Mappamiring & Amir Muhiddin, “Penerapan Prinsip Partisipasi Dan 

Responsibilitas Dalam Proses Pembangunan Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting 

Kabupaten Barru,” Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, vol.3, no.2 (April, 2022): 627, 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index.  

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index
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undangan yang berlaku. Namun di dalam penyajiannya, terdapat beberapa 

permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah mayoritas masyarakat desa 

Karang Paiton masih belum memahami realisasi dana desa yang dijalankan oleh 

perangkat desa, sehingga masih ditemukan kurang adanya keterbukaan dalam 

pengelolaan keuangan dana desa.
13

 

Selain itu, masyarakat desa Karang Paiton kecamatan Ledokombo 

kabupaten Jember belum mengerti apa pentingnya pertanggungjawaban mengenai 

keuangan desa. Masyarakat pun belum mengerti bagaimana dana itu digunakan 

dan bagaimana uang itu dibelanjakan karena belum di ungkapkan secara terperinci 

dan terbuka oleh publik. Sebagai masyarakat yang tertib membayar pajak, 

semestinya masyarakat juga ingin melihat dan mengetahui rincian dana yang 

mereka bayarkan melalui pajak. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tercantum 

bahwa setiap pemerintah desa diwajibkan memiliki website atau jaringan 

informasi. Website ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dan juga sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah desa 

dengan masyarakat. Namun pemerintah desa Karang Paiton belum memiliki 

website atau jaringan informasi yang menjadi penghubung komunikasi antara 

pemerintah desa dengan masyarakat luas.  

Berdasarkan uraian ini, maka penelitimengambil judul “Analisis 

Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana 

                                                           
13

 Observasi di Desa Karang Paiton, 04 Oktober 2022.  
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Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo 

Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)”. 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat 

beberapa permasalahan yang harus dikaji secara terperinci dan detail. Maka yang 

menjadi fokus penelitian adalah:  

1. Bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan 

responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton 

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023? 

2. Bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton 

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan 

responsibilitas dalam keuangan desa di Desa Karang Paiton Kecamatan 

Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023. 

2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton 

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat 
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teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat 

secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.
14

 

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk pihak-pihak 

yang membutuhkan informasi mengenai penelitian yang terkait. Adapun 

kegunaan penelitian ini:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan 

atau acuan dalam penyusunan karya ilmiah dibidang Akuntansi Syariah 

khususnya mengenai pengelolaan keuangan dana desa.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai 

transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana 

desa.  

2) Penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk memenuhi persyaratan 

menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Islam Negeri 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.  

b. Bagi UIN KHAS Jember 

Besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

penambah literatur guna kepentingan akademik perpustakaan UIN KH. 

Achmad Siddiq Jember serta juga menjadikan referensi bagi mahasiswa 
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lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai transparansi, 

akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa.  

c. Bagi Lembaga  

1) Memberikan informasi dan juga menambah wawasan mengenai 

transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana 

desa.  

2) Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif.  

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah edukasi masyarakat 

tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam 

pengelolaan keuangan dana desa khususnya pada Desa Karang Paiton 

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.  

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar 

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
15

  

Adapun istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai 

berikut.  

1. Transparansi 

Salah satu unsur yang ada dalam pengelolaan keuangan yang baik 

adalah transparansi. Transparansi memiliki arti dalam menjalankan sebuah 
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organisasi, pemerintah memberitahukan hal-hal yang bersifat material kepada 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yang 

dimaksud adalah masyarakat luas. Transparansi juga menyediakan hasil yang 

bermanfaat seperti membangun hubungan serta kepercayaan. 

Transparansi juga memiliki arti tersedianya informasi yang cukup, 

akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat 

dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang 

optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan 

manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.
16

 

2. Akuntabilitas  

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tuntutan masyarakat 

yang harus di penuhi. Salah satu unsur tata kelola tersebut adalah 

akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban 

dari suatu organisasi atau individu-individu terhadap tanggung jawab yang 

diperolehnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi yang 

nantinya akan digunakan oleh pengguna informasi keuangan dari luar 

organisasi tersebut. 

Definisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai 

kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan 

untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan 

dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk 
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kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik 

dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.
17

 

3. Responsibilitas  

Responsibilitas merupakan suatu pertanggungjawaban atas apa yang 

diperbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Responsibilitas menurut 

kamus administrasi memiliki arti yaitu suatu keharusan seorang individu untuk 

melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah diwajibkan kepadanya. 

Responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu 

kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. 

Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan 

memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang 

ditimbulkan.
18

 

4. Keuangan Desa 

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang bisa 

dinilai dengan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa itu sendiri.  

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan 

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) 
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tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan 

milik desa yang dipisahkan.
19

 

F. Sistematika Pembahasan  

Dalam laporan penelitian terdapat sistematika pembahasan yang 

didalamnya berita tentang penjelasan mengenai pendahuluan hingga penutup. 

Dalam sistematika pembahasan, format penelitiannya menggunakan deskriptif 

naratif. Topik kajian yang dibahas disampaikan secara jelas sehingga nampak alur 

penelitian  yang dilakukan dari awal hingga akhir. Berikut paparan terkait 

sistematika pembahasan:  

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas uraian tentang latar belakang masalah, fokus 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Kajian Kepustakaan 

Bab ini memaparkan tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian 

terdahulu dan kajian teori, hal ini digunakan untuk menganalisa masalah yang 

sedang diteliti yaitu Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas 

Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamtan 

Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023). 

BAB III Metode Penelitian 
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Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan peneliti 

saat melakukan penelitian yang didalamnya mencangkup jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan datam analisi data, keabsahan 

data dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV Pembahasan  

Bab ini menguraikan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguraikan tentang gambaran 

umum penelitian dilengkapi dengan profil Desa Karang Paiton Kecamatan 

Ledokombo Kabupaten Jember.  

BAB V Penutup  

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan terkait jawaban dari rumusan 

masalah yang telah ditentukan oleh bab pertama, sedangkan saran diberikan 

sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya dan bab 

ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian hasil yang ditemukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat 

ringkasannya.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Siti Ainul Wida, dkk dalam jurnal dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten 

Banyuwangi”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku 

dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk 

tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya 

transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap 

pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber 

daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih 

kurang.
20

 

2. Nur Hartanti dan Indrawati Yuhertiana dalam jurnal yang berjudul 

“Transparency, Accountability and Responsibility in an Indonesian Village 
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Financial Management”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretif. Hasil penelitian jurnal ini 

menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan, perangkat desa 

Banaran belum sepenuhnya menerapkan konsep pembangunan berdasarkan 

prinsip transparansi dan responsibilitas. Pada tahap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa dikelola dengan baik, baik secara teknis maupun administratif. 

Bukan administrasi keuangan. Keterbatasan karena lemahnya kompetensi 

sumber daya manusia sebagai pengelola pembukuan.
21

 

3. Alfasadun, dkk dalam jurnal yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa”. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya 

berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup 

Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan 

fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa 

kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan 

Kaur Keuangan belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan 

aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi 

penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap 

pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan 
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anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan 

masyarakat.
22

 

4. Nurlinda dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Desa”. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif fenomenologi, 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskripsi explorasi. Hasil penelitian dari penelitian ini pada menunjukkan 

bahwa pengelolaan keuangan desa pada Nagori Lestari Indah sudah baik. 

Selain itu akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban pada Nagori Lestari Indah  sudah cukup baik, 

namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa masih kurang baik.
23

 

5. Dyah Evita Dewi dan Priyo Hari Adi dalam jurnal dengan judul 

“Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan 

Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder, yang mana data primer diperoleh 

dari responden dengan cara interview langsung kepada responden dan 

dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

laporan berkala pengelolaan dana desa dan publikasi berupa spanduk atau 
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pengumuman selama musyawarah mengenai rincian keuangan dana desa 

kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan 

transparansi. Adanya akuntabilitas di Desa Candirejo melibatkan masyarakat 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat di desa 

Candirejo berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa dapat langsung 

dirasakan oleh masyarakat.
24

 

6. Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho dalam jurnal yang berjudul 

“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”. Jenis penelitian 

studi kasus dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama Sekretaris dan 

Bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggung 

jawaban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan perencanaan dan eksekusi 

telah melibatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh 

perempuan, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban dilakukan oleh Bendahara serta Sekretaris Desa. 

Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat melalui 

pertemuan.
25

  

7. Satira Yusuf, dkk dalam jurnal dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Desa 
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Landono 2 Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan)”. Teknik 

analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Landono 2 untuk tingkat akuntabilitas dan transparansi masih belum cukup 

baik, dimana pada pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak melibatkan 

partisipasi masyarakat. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah 

desa tidak memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa kepada 

masyarakat. Pemerintah desa masih belum cukup baik dalam mengarsipkan 

dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.
26

 

8. Tirta Ayu Lestari dan Citra Indah Merina dalam jurnal yang berjudul 

“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir 

(Pali)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data luar lapangan 

meliputi reduksi data, data display (penyajian data) dan kesimpulan. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

transparansi pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa belum 

sepenuhnya menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaaan dana desa, 
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kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan 

informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa di desa Bumi Ayu.
27

 

9. Shierly Tiara Princessa, dkk dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X 

Koto Sumatera Barat”. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dana desa di 

Nagari Panyalaian sudah akuntabel, tetapi belum optimal pada tahap 

pertanggungjawaan. Kemudian untuk transparansi pengelolaan dana desa di 

Nagari Panyalaian belum transparan, karena tidak terdapat papan informasi 

yang menjelaskan tentang kas masuk serta kas keluar dalam 

menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan desa.
28

 

10. Wahidatul Azizah dan Andayani dalam jurnal dengan judul “Akuntabilitas 

Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pandeman Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil analisis pada tahapan 

pengelolaan dana desa, yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan 
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pertanggungjawaban dalam program kegiatan bidang pembangunan sudah 

berjalan dengan baik.
29

 

Tabel 1.1 

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

No Nama Persamaan Perbedaan 

1 Siti Ainul 

Wida, 

Djoko 

Supatmoko, 

dan Taufik 

Kurrohman 

(2017) 

Persamaannya adalah 

membahas mengenai dana 

desa 

Penelitian ini hanya berfokus 

pada sistem akuntabilitas 

sedangkan peneliti berfokus 

pada pemahaman dan 

penerapan transparansi, 

akuntabilitas dan 

responsibilitas serta 

pengelolaan keuangan dana 

desa 

2 Nur 

Hartanti dan 

Indrawati 

Yuhertiana 

(2018) 

Persamaannya adalah  

membahas mengenai 

Transparansi, Akuntabilitas, 

dan Responsibilitas  

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian yang 

bersifat kualitatif dengan 

paradigma interpretif 

sedangkan peneliti 

menggunakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus sebagai metode 

penelitiannya.  

3 Alfasadun, 

dkk (2018) 

Persamaannya adalah  

membahas mengenai dana 

desa  

Metode pengumpulan data 

melalui kuesioner, 

wawancara dan dokumentasi 

sedangkan peneliti 

menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

4 Nurlinda 

(2018)  

Persamaannya adalah  

menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan 

dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan datanya. 

Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana  akuntabilitas dan 

dampaknya pada pengelolaan 

keuangan desa sedangkan 

peneliti berfokus untuk 

mengetahui bagaimana 

pemahaman dan penerapan 

transparansi, akuntabilitas 

dan responsibilitas dalam 
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keuangan dana desa 

5 Dyah Evita 

Dewi dan 

Priyo Hari 

Adi (2019)  

Persamaannya adalah  

membahas mengenai dana 

desa 

Teknik pengumpulan data 

yaitu interview dan 

dokumentasi sedangkan 

peneliti menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan 

dokumentasi 

6 Nur Asia 

Usman 

Betan dan 

Paskah Ika 

Nugroho 

(2021) 

Persamaannya adalah  

membahas mengenai dana 

desa. 

Penelitian ini menggunakan 

analisis tematik yang 

melibatkan coding text 

sebagai analisis data 

sedangkan peneliti 

menggunakan pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian 

data dan penarikan 

kesimpulan sebagai analisi 

data 

7 Satira 

Yusuf, dkk 

(2021) 

Persamaannya adalah  

membahas mengenai dana 

desa  

- Penelitian ini berfokus 

untuk mengetahui tingkat 

akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan dana desa 

sedangkan peneliti berfokus 

pada pemahaman dan 

penerapan transparansi, 

akuntabilitas dan 

responsibilitas dalam 

keuanga dana desa  

- Metode pengumpulan data 

yaitu dokumentasi dan 

wawancara sedangkan 

peneliti menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan 

dokumentasi sebagai metode 

pengumpulan data 

8 Tirta Ayu 

Lestari dan 

Citra Indah 

Merina 

(2022)  

Persamaannya adalah  

membahas mengenai dana 

desa  

- Penelitian ini berfokus 

untuk mengetahui dan 

menganalisis transparansi 

dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan alokasi dana 

desa sedangkan peneliti 

berfokus untuk mengetahui 

bagaimana pemahaman dan 

penerapan transparansi, 

akuntabilitas dan 

responsibilitas dalam 

keuangan dana desa  
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- Teknik pengumpulan data 

melalui observasi, 

wawancara dan analisis 

dokumen sedangkan peneliti 

menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan 

dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan data 

9 Shierly 

Tiara 

Princessa, 

dkk (2022)  

Persamaannya adalah  

membahas mengenai dana 

desa. 

Penelitian ini berfokus untuk 

mendeskripsikan dan 

menjelaskan akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan 

dana desa sedangkan peneliti 

berfokus pada bagaimana 

pemahaman dan penerapan 

transparansi, akuntabilitas, 

dan responsibilitas dalam 

keuangan dana desa 

10 Wahidatul 

Azizah dan 

Andayani 

(2022) 

Persamaannya adalah  

membahas mengenai dana 

desa.  

- Penelitian ini berfokus 

untuk mengetahui 

mekanisme akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan 

dana desa sedangkan peneliti 

berfokus untuk mengetahui 

bagaimana pemahaman dan 

penerapan transparansi, 

akuntabilitas, dan 

responsibilitas dalam 

keuangan dana desa  

- Menggunakan analisis data 

dengan cara memeriksa 

kelengkapan data, memeriksa 

kualitas data, pengelompokan 

data dan analisis sedangkan 

peneliti menggunakan 

analisis data dengan cara 

pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan  

Sumber: Diolah oleh peneliti dari penelitian terdahulu  
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B. Kajian Teori 

Landasan teoritis pada bagian ini sangat membantu untuk mempelajari 

hal-hal baru dan dapat menjadi panduan umum bagi peneliti. Perihal ini untuk 

membuat penelitian lebih mudah dilakukan oleh peneliti.  

1) Pengelolaan Keuangan Dana Desa  

a) Pengertian Dana Desa  

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.30 

b) Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa  

Dalam pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan 

keuangan desa dalam prosesnya harus berdasarkan asas-asas sebagai 

berikut:  

1. Transparan  

Dalam proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara 

terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, 

jujur dan tidak diskriminatif mengenai semua kegiatan dalam 

penggunaan dana desa.  

                                                           
30

 Selviati Nausrau & Rabiatul Jasiyah, “Analisis Dana Desa Dan Kinerja Pemerintah Desa Di 

Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat,” Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon, vol.4, no.1 (Juni, 2022): 178.  
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2. Akuntabel  

Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah harus bisa 

mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

3. Partisipatif 

Dalam proses pengelolaan dana desa, masyarakat ikut serta 

secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi dalam proses 

perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa, pemanfaatan 

dana desa dan menikmati hasil-hasil dari pengelolaan dana desa.  

4. Disiplin Anggaran dan Tertib  

Pengelolaan dana desa harus secara tepat waktu dan harus 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.
31

 

c) Tahap-Tahap Pengelolaan Dana Desa  

1. Perencanaan  

Mekanisme perencanaan dalam Permendagri No 113 Tahun 

2014 pasal 20 adalah sebagai berikut:  

a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa. 

                                                           
31

 Ida Ayuningtyas Zholaikah & Dyah Pravitasari, “Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya meningkatkan 

Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek,”  

Accounting and Finance Studies, vol.2, no.2 (2022): 42-44, 

https://profesionalmudacendekia.com/index.php/afs/article/view/368. 
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c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 

bersama. 

d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober 

tahun berjalan.  

2. Pelaksanaan  

Mekanisme pelaksanaan dalam Permendagri No 113 Tahun 

2014 pasal 24 adalah sebagai berikut: 

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Desa. 

c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.  

3. Penatausahaan  

Mekanisme penatausahaan dalam Permendagri No 113 Tahun 

2014 pasal 35 adalah sebagai berikut: 

a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan. 
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b. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib.  

c. Kaur Keuangan wajib mempertanggung jawabkan uang melalui 

laporan pertanggung jawaban. 

d. Laporan pertanggungjawaban sebagaiamana dimaksud pada ayat 

(3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

4. Pelaporan  

Mekanisme pelaporan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 

pasal 37 adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota. 

a) laporan semester pertama; dan  

b) laporan semester akhir tahun. 

b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. 

c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

Juli tahun berjalan.  

d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun 

berikutnya. 
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5. Pertanggungjawaban 

Mekanisme pertanggungjawaban dalam Permendagri No 113 Tahun 

2014 pasal 38 adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran. 

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. 

c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. 

d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilampiri: 

a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;  

b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan; dan  

c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

yang masuk ke desa.
32

 

 

                                                           
32

 KEMENDAGRI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
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2) Transparansi  

a) Pengertian Transparansi  

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan 

pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.  

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi 

adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan.  

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungi-fungsi 

pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah 

saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang 

berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi 

yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian 
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transparansi menjadi hal penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat 

dari perbuatan korupsi. 

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap 

tindakannya, dan siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, 

serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
33

 

b) Indikator Transparansi  

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu sebagai 

berikut:  

1. Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta 

masyarakat desa mengenai kegiataan pelaksanaan yang akan dilakukan. 

2. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai 

keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiataan serta 

partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan. 

3. Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasai 

progam kegiataan. 

4. Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiataan 

yang telah berjalan.
34

 

 

 

 

                                                           
33

 Windy & Anang Subardjo, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa,” 

Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, vol.12, no.1 (Januari, 2023): 5. 
34

 Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi, “Analisis Penerapan Good Corporate 

Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar,” Among Makarti, 

vol.11, no.22 (Desember, 2018): 113.  
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3) Akuntabilitas  

a) Pengertian Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seorang pemimpin unit 

suatu organisasi dalam mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada 

pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban.  

Akuntabilitas secara harfiah dalam Bahasa Inggris disebut dengan 

accountability yang artinya sebagai hal yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta 

mengungkapkan semua aktivitas maupun kegiatan yang menjadi 

tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan 

amanah dan hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
35

 

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan 

keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang 

untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam 

menjamin nilai–nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan 

prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus 

ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai 

masalah dalam pertanggungjawaban. 

                                                           
35

 Septiawati, Achmad Hizazi & Fitriani Mansur, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi KAsusPada Aparat Desa Di Kecamatan Tabir Barat 

Kabupaten Merangin,” Jurnal Jambi Accounting Review (JAR), vol.2, no.1 (April,2021): 16, 
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Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan 

melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan 

kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas 

tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga 

mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan 

informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun 

tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang 

mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. 

b) Indikator Akuntabilitas 

Adapun indikator dari akuntabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana 

kegiataan dana desa. 

2. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana 

desa. 

3. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana 

desa. 

4. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari 

dana desa yang telah dipergunakaan.
36

 

4) Responsibilitas  

a) Pengertian Responsibilitas  

Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa 

jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar 

                                                           
36

 Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi, “Analisis Penerapan Good Corporate 

Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar,” Among Makarti, 

vol.11, no.22 (Desember, 2018): 113. 
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ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Responsibilitas juga 

mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan 

tugas yang dipercayakan kepada seseorang.
37

 

Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan 

hal yang sangat penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah 

prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesui dengan 

kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan.
38

 

b) Indikator Responsibilitas  

Adapun indikator dari responsibilitas adalah sebagai berikut:  

1. Proses daya tanggap dari tim pelaksana terkait proses perencanaan 

penggunaan dana desa. 

2. Proses daya tanggap tim pelaksana dalam menampung saran 

masyarakat terkait proses pelaksanaan kegiatan dana desa. 

3. Kemampuan tim pelaksana dalam menerima laporan pengawasan yang 

telah diberikan oleh masyarakat terkait kegiatan dana desa. 

4. Kemampuan tim pelaksana dalam memberikan tanggungjawab atas 

hasil laporan pengawasan yang diberikan masyarakat.
39
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 Herman Lawelai, “Analisis Kerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Mulia Jaya Kabupaten Buton,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol.1, no.1 (2022): 32, 

http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu. 
39

 Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi, “Analisis Penerapan Good Corporate 

Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar,” Among Makarti, 

vol.11, no.22 (Desember, 2018): 113-114.  

http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu


32 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Berdasarkan judul di atas, yaitu “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan 

Responsibilitas dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang 

Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)” maka 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang bertitik tolak dari 

suatu kasus yang dialami oleh individu, kelompok masyarakat, institusi/organisasi 

yang memperlihatkan sebuah fenomena berupa masalah sosial.
40

 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Desa Karang 

Paiton yang berada di wilayah Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Alasan 

peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan dengan 

hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa tersebut adalah sebagian besar 

masyarakat belum mengetahui secara terperinci mengenai bagaimana dana desa 

itu digunakan. Alasan lain peneliti memilih desa ini karena masyarakat juga 

belum mengerti akan pentingnya pertanggung jawaban keuangan dana desa.  

C. Subyek Penelitian  

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut 

meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan 
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atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga kesahihannya 

dapat dijamin.
41

 

Dalam menentukan sumber data peneliti menggunakan teknik purposive. 

Purposive adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
 42

  

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subyek penelitian diantaranya 

adalah:  

1. Pipit Aris Sudarmono, S.Sos. selaku Kepala Desa Karang Paiton. 

2. Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa Karang Paiton.  

3. Abdurrahman selaku Kaur Keuangan Desa Karang Paiton. 

4. Rosidi selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Paiton.  

5. Sutini dan Toasi selaku Ibu RT Desa Karang Paiton.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menganalisis dan manafsirkan data sesuai dengan studi lapangan 

maka diperlukan data yang akurat dan terpercaya sehingga nantinya hasil dari 

proses penelitian dinyatakan benar dan dapat dipercaya. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis serta mencatat hasil 

temuan ditempat penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan.
43

 

Metode yang digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk memaparkan 

data sebagai berikut:  

a. Lokasi atau tempat Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo 

Kabupaten Jember. 

b. Kondisi Desa Karang Paiton. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan 

melangsungkan diskusi atau dialog langsung dengan peneliti dan narasumber 

yang berhubungan dengan topik penelitian
 44 

Pada proses wawancara, peneliti akan memperoleh data berupa:
 

a. Pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas 

dalam pengelolaan keuangan dana desa. 

b. Pengelolaan dana desa di Desa Karang Paiton.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan teknik 
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observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna 

fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini 

sangat diperlukan untuk memperkuat data. Studi dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terpercaya.45 

E. Analisis Data  

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sketsa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
46

 

Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis dibagi dalam empat alur 

kegiatan yang terjadi bersamaan. Keempat alur tersebut yaitu pengumpulan data, 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan (conclusion).
47

 

a. Pengumpulan Data  

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. 

Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya “diproses” kira-
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kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, 

atau alih-tulis).
48

 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan tujuan peneliti tentang transparansi, akuntabilitas, 

dan responsibilitas dalam keuangan dana desa di desa Karang Paiton. 

Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan membuat catatan yang 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan 

catatan dari lapangan. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti meringkas, memilah hal yang penting, 

memfokuskan pada hal yang pokok, mencari tema dan pola, serta membuang 

hal yang tidak penting. Dengan kata lain, proses reduksi data ini terus-menerus 

dilakukan peneliti selama penelitian untuk menghasilkan catatan pokok dari 

data yang didapat dari hasil pencarian data.
49

  

Pada reduksi data ini, peneliti meringkas data serta memilah hal 

penting dari kajian dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting atau 

tidak berkaitan dengan judul penelitian. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan data tertata yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan 
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pertimbangan bahwa data yang diterima berupa cerita, maka perlu dilakukan 

penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.
50

 

Peneliti memaparkan data dengan cara sederhana mengenai judul 

penelitian pada tahap ini. 

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti 

menarik kesimpulan dari data yang didapat. Tujuan penarikan kesimpulan 

ialah untuk mendapatkan arti dari data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan.
51

 

Pada tahap ini, peneliti diupayakan mampu menemukan hubungan, 

persamaan, atau perbedaan yang berhubungan dengan fokus masalah 

penelitian, yakni: 

a. Bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan 

responsibilitas dalam keuangan dana desa di Desa Karang Paiton 

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember 2022/2023.  

b. Bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton 

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember 2022/2023.  

F. Keabsahan Data  

Keabsahan data menunjukkan kesahihan serta keadaan data dalam suatu 

penelitian. Dalam menguji data tersebut, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data 
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yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang sudah ada.
52

 

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Data atau informan dari suatu pihak harus dicek 

kebenarannya dengan memperoleh data itu dari sumber lain. Tujuannya yaitu 

membandingkan informasi tentang hal sama yang diperoleh dari berbagai pihak, 

agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.
53

 

Pada penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas data dengan teknik 

triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi 

teknik ini untuk membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain 

seperti bukti dokumentasi, laporan keuangan di Desa Karang Paiton Kecamatan 

Ledokombo Kabupaten Jember. Sedangkan, triangulasi sumber peneliti akan 

gunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan 

narasumber lainnya.
54 

G. Tahap-Tahap Penelitian  

1. Tahap Pra-Lapangan  

Ada enam tahap yang dikerjakan dalam pra lapangan yang diantaranya 

sebagai berikut:  

a. Menyusun Rancangan Penelitian  

Dalam menyusun rancangan penelitian, disini peneliti seperti 

melakukan pengajuan judul yang kemudian dikonsultasikan kepada Dosen 
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Pembimbing yaitu Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. Lalu dilanjutkan dengan 

penyusunan terkait proposal, seminar proposal, penyusunan skripsi hingga 

sampai sidang skripsi. 

b. Memilih Lapangan Penelitian 

Ketika proses penyusunan rancangan penelitian selesai, langkah 

selanjutnya yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yaitu 

memilih tempat penelitian. Disini tempat yang dipilih oleh peneliti untuk 

dijadikan objek penelitian yaitu Desa Karang Paiton Kecamatan 

Ledokombo Kabupaten Jember. 

c. Mengurus Perizinan 

Setelah tahap memilih lapangan selesai, langkah selanjutnya yang 

dilakukan peneliti yaitu mengurus surat perizinan, dimana surat perizinan 

ini berasal dari kampus yang ditanda tangani oleh Nurul Widiyawati Islami 

Rahayu. Lalu surat perizinan tersebut diserahkan kepada tempat penelitian 

yaitu Kantor Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten 

Jember. 

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan 

Setelah mengurus surat perizinan dan mendapat izin dari pihak 

terkait, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memulai penjajakan 

dan penilaian lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi baik dari 

segi sejarah maupun transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas 

keuangan dana desa disana. Disertai melakukan sedikit observasi, 
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wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan mempermudah penggalian 

data. 

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan 

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memilih dan 

memanfaat kan informan, hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah 

mendapatkan data yang dicari dan menambah wawasan ilmu. Setelah 

peneliti mempertimbangkan dengan baik, maka informan yang dipilih 

peneliti yaitu Kepala Desa Karang Paiton, Bendahara/Kaur Keuangan, 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa yang paham dengan 

pengelolaan keuangan dana desa dan beberapa masyarakat Desa Karang 

Paiton.  

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Setelah semua tahap selesai dari tahap rancangan penelitian hingga 

tahap pemilihan informan, maka Langkah terakhir yang dilakukan peneliti 

adalah menyiapkan perlengkapan penelitian. Seperti buku yang dijadikan 

acuan, hp sebagai alat dokumentasi dan merekam, dan sebagainya.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Pada proses ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dan 

sesuai dengan tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sampai tujuan penelitian dijelaskan secara 

akurat. 
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3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap terakhir ini, setelah selesai kegiatan penelitian, hal 

selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyusun kerangka laporan hasil 

penelitian dengan menganalisis data, lalu berkonsultasi kepada Dosen 

Pembimbing agar bisa mendapatkan hasil maksimal, kemudian laporan yang 

sudah di ACC dan sudah siap dipertanggung jawabkan di depan penguji 

kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.   
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BAB IV  

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian Desa Karang Paiton  

1. Gambaran Objek Penelitian  

Desa Karang Paiton merupakan sebuah desa yang terletak di 

kecamatan Ledokombo kabupaten Jember. Terdapat beberapa nama yang 

sudah tercatat menjabat sebagai kepala desa:  

a. P. Tammim Th. 1844-1889  

b. P. Suryo Th.1889-1904 

c. P.Supakmo Th. 1904-1939 

d. Karyo Bejo Th. 1939-1971  

e. Suhadi Th. 1971-1996  

f. Sudiono Th. 1996-1998 

g. H. Matsa’an Th. 1998-2013  

h. Pipit Aris Sudarmono S.Sos Th. 2013-sekarang
55

 

Sedangkan letak geografis Desa Karang Paiton adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara   : Desa Sukorejo  

Sebelah Timur  : Desa Sumber Anget  

Sebelah Selatan : Desa Ajung  

Sebelah Barat  : Desa Sumber Ketempa 
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Tidak hanya itu Desa Karang Paiton memiliki 3 dusun yaitu:  

a. Dusun Krajan : Terdapat 6 RT dan 3 RW   

b. Dusun Rowo : Terdapat 5 RT dan 2 RW  

c. Dusun Sokaan : Terdapat 4 RT dan 2 RW
56

 

2. Sejarah Desa Karang Paiton  

Dahulu sebelum abad ke-18 daerah ini (sebelum menjadi Desa 

Karang Paiton) datanglah dua orang yang berasal dari daerah Paiton 

Probolinggo, yang bernama Bujuk Kasmaran dan Bujuk Malang Kerengan. 

Dua orang tersebut kemudian membabat hutan/alas untuk tempat 

bermukim dan berladang, karena pada saat itu daerah ini adalah hutan 

belantara yang belum pernah dijamah atau disinggahi orang.  

Daerah ini merupakan suatu kawasan yang subur untuk lahan 

pertanian pada saat itu, karena mata pencaharian orang dulu kebanyakan 

dibidang pertanian. Kemudian setelah kedua orang tersebut merasa bahwa 

daerah ini adalah temapat yang sangat cocok untuk berladang dan 

bermukim, akhirnya kedua orang tersebut memutuskan untuk menetap dan 

membawa beberapa sanak keluarganya ke tempat ini.  

Tahun demi tahun berlalu, kemudian daerah ini banyak didatangi 

oleh orang untuk mencari tempat berladang dan bermukim. Sehingga 

lambat laun daerah ini menjadi suatu perkampungan kecil yang banyak 

dihuni oleh orang yang berasal dari daerah Paiton. Setelah daerah ini 
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menjadi perkampungan yang ramai, maka banyak daerah lain mengenal 

tempat ini sebagai ladangnya orang-orang dari Paiton.  

Asal usul nama Karang Paiton sekarang, awalnya berasal dari kata 

Ladang orang Paiton, arti kata Ladang dalam Bahasa Madura adalah 

Karang, karena pada saat itu Suku Madura lebih dominan. Sehingga orang-

orang menyebut tempat ini “Karang oreng Paiton” (dalam Bahasa Madura) 

atau lebih singkatnya adalah Karang Paiton. 

3. Sejarah Pemerintahan Desa Karang Paiton  

Awal dari pemerintahan Desa karangpaiton sebelum abad ke-18, 

pada saat itu orang yang paling berpengaruh dan disegani diangkat dan 

dijadikan pemimpin. Karena secara tidak langsung l orang yang dituakan 

atau pemimpin saat itu mempunyai beban dan tanggung jawab untuk 

mengatur dan melindungi masyarakat.  

Pada abad ke-18 muncullah sosok pemimpin desa yang disebut 

Petinggi (Kepala Desa). Namun saat itu sistem yang digunakan tidak jauh 

beda sebelum abad ke-18, Petinggi (Kepala Desa) dipilih atau diangkat 

berdasarkan pengaruh dan kewibawaan orang tersebut tanpa ada batasan 

umur atau periode seperti saat sekarang.  

Baru pada abad ke-19 Petinggi (Kepala Desa) dibatasi oleh umur 

atau periode, sehingga dilaksanakanlah Pemilihan Kepala Desa sampai 

sekarang.
57
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4. Struktur Perangkat Desa  

Menurut UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan 

pemerintahan desa, pemerintahan desa memiliki tugas yang harus di 

laksanakan oleh masing-masing desa.
58

 Tugas tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 

Struktur Perangkat Desa Karang Paiton 

 

Tugas dan fungsi dari perangkat desa adalah sebagai berikut:  

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa: 

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:  

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
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b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

d. menetapkan Peraturan Desa; 

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

f. membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

Desa; 

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
59
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2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa 

1. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi: 

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi 

penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya. 

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-

data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 

evaluasi program, serta penyusunan laporan.
60
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3) Tugas Pokok dan Fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas:  

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa; 

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
61

 

4) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan 

1. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa 

dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintahan.  

2. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Keuangan mempunyai 

fungsi: 

a. pengurusan administrasi keuangan; 

b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; 

c. verifikasi administrasi keuangan; dan 

d. admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, 

dan lembaga pemerintahan desa lainnya.  
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B. Penyajian Data dan Analisis  

Penyajian data menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Penyajian data 

adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang 

disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Peneliti 

berusaha memaparkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan berbagai 

teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai 

alat untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap berbagai masalah yang 

diteliti dan mendukung untuk mengekplorasi dan mengumpulkan data dalam 

penelitian ini.  

Perolehan data dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman dan 

penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana 

desa dan pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton, sebagaimana data yang 

diperoleh dari hasil observasi yang di lakukan di Kantor Desa Karang Paiton, 

wawancara dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat desa Karang Paiton 

tentang apapun yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. 

Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:   

1. Pemahaman dan Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, dan 

Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Karang 

Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023 

1) Transparansi  

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 
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memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan.
62

  

Pemahaman transparansi menurut beberapa perangkat desa adalah 

terbuka atau memberikan informasi mengenai apapun terkait desa 

termasuk tentang dana desa. Sebagaiamana hasil wawancara dengan Bapak 

Pipit selaku Kepala Desa Karang Paiton yang menyatakan bahwa:  

“Transparansi itu terbuka atau memberikan informasi tentang apa 

saja kepada masyarakat mbak semisal desa mendapat dana dari 

pemerintah atau yang lainnya, atau juga kegiatan dan program apa 

yang kami akan lakukan, ya kami akan beritahu ke masyarakat 

mbak”.
63

  

 

Pernyataan dari Kepala Desa diperkuat oleh pernyataan Sekretaris 

Desa Karang Paiton yaitu Bapak Saiful yang mengatakan kalau 

transparansi menurut saya memberi tahu kepada masyarakat bahwa: 

“semisal desa itu dapat dana dari pemerintah atau dapat bantuan apa saja 

dari pemerintah nanti kami informasikan ke masyarakat”.
64

 

Peneliti juga mewawancarai Kaur Keuangan Karang Paiton yaitu 

Bapak Abdurahman untuk memperkuat pernyataan perangakat desa di atas 

yang menyampaikan bahwa: “dana desa itu buat apa saja masyarakat harus 
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tahu dan kami sebagai perangkat desa ada kewajiban untuk memberikan 

informasi tentang itu”.
65

 

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber 

dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman perangkat desa Karang 

Paiton mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa.  

Transparansi atau keterbukaan adalah salah satu hal yang harus 

yang dicapai oleh setap instansi pemerintahan dalam menciptakan 

pemerintahan yang baik. Transparansi dalam pengelolaan dana desa 

memiliki tujuan untuk menghindari penyelewengan, kecurigaan publik 

serta menjadikan pelaksanaan pembangunan di desa berlangsung secara 

kondusif.  

Proses mencapai transparansi, pasti membutuhkan usaha yang 

tergolong tidak mudah karena perlu adanya dukungan yang dapat 

digunakan sebagai dasar suatu keputusan untuk memberikan informasi 

yang baik. Perlu adanya kebijakan-kebijakan yang tepat serta sesuai 

dengan harapan masyarakat untuk mendukung proses tersebut.  

Pelaksanaan transparansi yang baik diharuskan mengawalinya 

dengan sebuah perencanaan yang memiliki tujuan agar dana desa 

terealisasikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

Proses perencanaan di desa Karang Paiton dilakukan dengan mengundang 

perangkat desa beserta perwakilan masyarakat desa untuk membahas 

rencana kegiatan serta usulan pembangunan desa yang akan dilaksanakan. 
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Seperti hasil wawancara dengan Bapak Pipit selaku Kepala Desa Karang 

Paiton yang menyampaikan bahwa:  

“Kalau untuk perencanaan pastinya saya sebagai kepala desa akan 

mengadakan musyawarah atau lebih dikenal musrenbangdes dan 

kegiatan ini mengundang BPD, perangkat desa, RT, RW serta 

perwakilan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di kantor desa 

mbak, ya yang dibahas itu usulan-usulan untuk pembangunan desa 

sini mbak”.
66

 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penyataan Sekretaris Desa yaitu 

Bapak Saiful Bahri yang mengatakan bahwa: “semisal ada musyawarah 

mengenai dana desa kami akan mengundang masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut”.
67

   

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan Kaur Keuangan 

yaitu Bapak Abdurrahman yang menambahkan sebagai berikut:  

“Proses perencanaannya ya dimulai dari musyawarah itu nduk, 

ngundang perwakilan masyarakat dan setelah itu membuat 

proposal ya yang isinya renacana kegiatan apa saja yang 

dianggarkan dan selanjutnya diajukan dan pada saat cair kita 

gunakan untuk keperluan yang sudah dimusyawarahkan itu”.
68

 

 

Peneliti juga mewawancarai masyarakat desa Karang Paiton yaitu 

Ibu Sutini untuk memperkuat pernyataan dari beberapa perangkat desa 

yang mengatakan bahwa: “setiap ada musyawarah pasti ada perwakilan 

dari kami yang diundang ke kantor desa untuk dimintai saran apa yang 

akan dibangun atau direnovasi”.
69

 

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan yang dilakukan oleh 

perangkat desa Karang Paiton sudah melibatkan masyarakat dalam 
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pengambilan keputusan untuk menentukan pembangunan apa saja yang 

akan dikerjakan. 

Proses pelaksanaan kegiatan perangkat desa perlu melakukan 

beberapa hal yang bertujuan untuk mendukung proses transparansi sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Proses pelaksanaan di desa 

Karang Paiton yaitu dengan membagi tugas di setiap kegiatan serta 

masyarakat juga dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

oleh perangkat desa. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh 

Kepala Desa yaitu Bapak Pipit yang mengatakan bahwa:  

“Kalau pelaksanaan ya semisal ada pembangunan atau kegiatan 

lainnya kami selalu membagi tugas mbak, karena dengan cara  

dibagi seperti itu pastinya kami sebagai perangkat desa 

mengharapkan pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan 

terorganisir mbak”.
70

 

 

Pernyataan Bapak Pipit didukung oleh pernyataan Bapak Saiful 

Bahri selaku Sekretaris Desa Karang Paiton yang mengatakan bahwa: 

“kalau untuk pelaksanaan kegiatannya itu yang tahu detailnya kami, jadi 

nanti semisal ada kegiatan apa pasti akan diberi tugas oleh bapak kepala 

desa yang sesuai dengan kemampuan masing-masing dari kami”.
71

 

Peneliti juga mewawancarai Ibu Toasi selaku masyarakat desa 

untuk memperkuat pernyataan perangkat desa diatas yang mengatakan 

bahwa:  

“Untuk secara detailnya saya kurang begitu tahu mbak, yang saya 

tahu mungkin hanya yang bisa saya liat sendiri seperti 

pembangunan kantor desa sekarang itu mbak, adalagi seperti 
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pembangunan gapura, memperbaiki musholla, atau juga 

pemasangan paving untuk jalan-jalan kecil itu mbak”.
72

 

 

Berdasarkan informasi yang didapat, dalam pelaksanaannya 

dilakukan dengan cara membagi tugas yang dapat diartikan bahwa proses 

pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik karena setiap kegiatan sudah 

ditugaskan kepada masing-masing tim yang dinilai bertanggungjawab dan 

masyarakat pun ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

oleh perangkat desa.   

Proses keterlibatan pelaksanaan kegiatan dana merupakan uupaya 

untuk memberikan keterbukaan kegiatan yang dijalankan. Proses 

keterlibatan di desa Karang Paiton dilakukan oleh pemerintah desa dan tim 

pelaksana yang bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

yang memiliki tujuan agar setiap program kegitan dapat terawasi dengan 

baik. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Kepala Desa 

yaitu Bapak Pipit yang menyatakan bahwa: “BPD akan terjun langsung ke 

lapangan di setiap ada kegiatan penggunaan dana desa sambil memantau 

supaya program itu terlaksana dengan baik”.
73

 

Pernyataan Kepala Desa didukung oleh pernyataan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) desa Karang Paiton yaitu Bapak Rosidi 

yang mengatakan bahwa: “untuk pengawasan dan mengkoordinasi itu 

tugas saya dan hampir semua perangkat desa serta masyarakat juga bisa 

berpartisipasi untuk ikut mengawasi pembangunan desa”.
74
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Peneliti juga mewawancarai  Ibu Sutini selaku masyarakat desa 

Karang Paiton agar pernyataan beberapa  perangkat desa lebih akurat yang 

menyatakan bahwa:  

“Ya kalau ada kegiatan pastinya perangkat desa juga akan lihat 

mbak, kayak mengawasi, mengontrol. Kalau kegiatan 

pembangunan  kayak sekarang ini di kantor desa kami sebagai 

masyarakat ya kan bisa ikut mengawasi juga mbak, bisa liat apa 

yang dibangun, mau dibuat apa gitu mbak”.
75

  

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan yang merupakan salah satu bentuk transparansi sudah 

tergolong baik karena Kepala Desa telah bekerja sama dengan BPD serta 

masyarakat pun boleh ikut mengawasi jalannya setiap kegiatan 

pembangunan.  

Proses pertanggungjawaban dalam kegiatan dana desa juga harus 

dilakukan oleh perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

transparansi mengenai kegiatan yang dilakukan. Proses 

pertanggungjawaban mengenai transparansi di desa Karang Paiton 

dilakukan dengan memberikan informasi mengani dana desa yaitu dengan 

cara membuat Metromedia  Technologies (MMT). Seperti hasil 

wawancara yang disampaikan oleh Bapak Pipit selaku Kepala Desa:  

“Kalau untuk pertanggungjawaban tentunya kami sebagai 

perangkat desa dan tim pelaksana akan berupaya memberikan 

informasi mbak, misal untuk masalah dana desa ya kami membuat 

MMT itu supaya masyarakat tau besaran APBDesa yang diterima 

oleh desa tiap tahunnya itu berapa”.
76
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Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa 

Karang Paiton yaitu Bapak Saiful Bahri yang menyatakan bahwa: “setiap 

tahunnya perangkat desa akan membuat banner besar atau MMT, yang 

nantinya akan dipasang di kantor desa supaya masyarakat pun tahu berapa 

besar APBDesa yang diperoleh setiap tahun”.
77

 

Peneliti juga mewawancarai masyarakat desa Karang Paiton yaitu 

Ibu Sutini agar lebih memperkuat pernyataan perangkat desa yang 

mengatakan bahwa: “kalau dana desanya itu sendiri yang saya tahu hanya 

MMT itu, meskipun tidak detail setidaknya saya sebagai masyarakat tahu 

desa itu mendapat dana dari pemerintah berapa, tetapi terkadang tidak 

semuanya paham mengenai isi dari MMT itu”.
78

 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 

pertanggungjawaban terkait keterbukaan kegiatan desa masih rendah 

karena kurangnya sarana informasi. Mayoritas masyarakat desa 

mengetahui informasi dana desa hanya melalui MMT yang dipasang di 

kantor desa.   

2) Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggung 

jawaban seorang pemimpin atau suatu organisasi yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk diminta keterangan terkait kinerja untuk 

mempertanggungjawabkan program pemerintah desa, pengeluaran dan 
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pendapatan desa serta memiliki cara yang efisien dalam mengambil 

keputusan.
79

  

Pemahaman akuntabilitas menurut perangkat desa adalah tanggung 

jawab yang harus dilakukan oleh perangkat desa itu sendiri mengenai 

apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa tak terkecuali tanggung 

jawab mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Seperti hasil wawancara 

disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Pipit yang mengatakan bahwa:  

“Akuntabilitas itu kan sama seperti halnya tanggung jawab mbak, 

yang mana tanggung jawab itu ya tentang semua kegiatan ataupun 

yang lainnya yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga 

termasuk tanggung jawab kami dalam pengelolaan keuangan dana 

desa itu sendiri mbak”.
80

 

 

Pernyataan bapak Pipit didukung oleh pernyataan Bapak Saiful 

Bahri selaku Sekretaris Desa Karang Paiton yang menyatakan bahwa: 

“akuntabilitas itu bagaimana kami sebagai perangkat desa untuk 

mempertanggungjawabkan apapun kegiatan yang ada di desa ini”.
81

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat 

desa sudah dapat dikatakan cukup baik dalam memahami akuntabilitas 

atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.  

Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tentunya setiap 

pelaksana tugas memahami dan mengetahui aturan serta langkah-langkah 
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pelaksanaannya, mulai dari awal pencairan dana hingga tahap pembuatan 

hasil laporan kegiatan.  

Tim pelaksana kegiatan memiliki peran penting dalam proses 

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan. Hal ini karena 

menyangkut dengan dana pemerintah dan dana yang berasal dari 

masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan perangkat desa Karang 

Paiton menggunakan pedoman sebagai acuan untuk mengelola keuangan 

dana desa seperti aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

No. 20 Tahun 2018. Seperti hasil wawancara yang yang disampaikan oleh 

Bapak Pipit selaku Kepala Desa yang menyatakan bahwa: “untuk 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa itu pasti ada pedomannya, 

kalau tidak ada pedomannya pasti akan bingung”.
82

 

Pernyataan Bapak Pipit diperkuat oleh pernyataan Kaur Keuangan 

yaitu Bapak Abdurrahman yang menyatakan bahwa:  

“Iya nduk, apapun yang dilakukan itu pasti akan ada aturannya, ya 

pertanggung jawaban pengelolaan dana desa juga aturannya nduk, 

pemerintahan desa disini menggunakan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No.20 Tahun 2018 untuk dijadikan pedoman dalam 

pengelolaan dana desa”.
83

  

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, seseorang 

harus memiliki pedoman serta kesiapan yang matang dalam rangka 

melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa. Pedoman yang digunakan 

dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di desa Karang Paiton 

adalah  Permendagri No. 20 tahun 2018 yang menjelaskan pengelolaan 
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keuangan desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
84

 

Tahap selanjutnya setelah mampu mengetahui aturan yang 

digunakan yaitu proses pencairan. Dalam proses pencairan yang terpenting 

setiap pelaksana tugas harus tahu dan dapat memberikan kejelasan 

administrasi keuangan juga perencanaan yang dikerjakan. Proses 

pencarian di desa Karang Paiton saat ini telah menggunakan sistem online 

yaitu dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini 

cukup mempermudah perangkat desa dalam proses pencairan serta dalam 

pengelolaan keuanag desa. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa 

yaitu Bapak Pipit yang mengatakan bahwa:    

“Sekarang dilakukan secara online dengan aplikasi mbak tidak 

seperti dulu, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama membuat 

APBDesa setelah itu yaitu pembuatan Rencana Penggunaan Dana 

(RPD) baru setelah itu penginputan ke aplikasi Sistem Keuangan 

Desa (SISKEUDES) dan memposting APBDesa secara online, nah 

selanjutnya menunggu disetujui oleh DPMD dan menunggu dana 

cair yang langsung masuk ke rekening desa”.
85

  

 

Pernyataan Bapak Pipit diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa 

yaitu Bapak Saiful Bahri dalam wawancara yang menyatakan bahwa: 

“sekarang sistemnya online, jadi kami menggunakan aplikasi 

SISKEUDES itu untuk mengirimkan berkas-berkas untuk pencairan, 

sehingga cukup mempermudah kami”.
86
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Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber, dapat 

diketahui bahwa saat ini prosesnya dilakukan secara online. Pada saat cair 

dana apapun yang mencakup tentang desa seperti pembangunan, ADD, 

PAD dan dana lainnya yang berasal dari pemerintah kabupaten atau 

pemerintah provinsi akan masuk ke rekening desa. Setiap akan digunakan 

perangkat desa akan mencairkannya di bank sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan untuk pembangunan.  

Tim pelaksana tentunya harus mampu melaksanakan rencana 

kegiatan yang telah di diskusikan serta melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan tersebut. Perangkat desa Karang Paiton selalu terlibat dalam 

proses pelaksanaan dan pengawasan menganai kegiatan penggunaan dana 

desa. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Kaur Keuangan 

yaitu Bapak Abdurrahman yang mengatakan bahwa: “kami selaku 

perangkat desa memantau disetiap kegiatan yang direncanakan dengan 

tujuan kami dapat mengetahui perkembangan disetiap kegiatannya”.
87

 

Pernyataan Kaur Keuangan diperkuat oleh penyataan Bapak Rosidi 

selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Karang Paiton yang 

menyatakan bahwa: “semisal ada kegiatan pembangunan atau yang 

lainnya kami selalu bergantian untuk memantau serta mengontrol kegiatan 

tersebut sudah sejauh mana perkembangannya”.
88

  

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber, proses 

keterlibatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas dapat disimpulkan 
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bahwa mereka akan berupaya terjun langsung ke lapangan untuk 

mengetahui apa yang terjadi dan juga memantau jalannya kegiatan yang 

berlangsung.  

Proses pertanggungjawaban yang dibuat harus ada realisasi dari 

dana yang telah digunakan, serta nantinya juga akan dijadikan bukti bahwa 

anggaran yang telah diberikan mampu digunakan dengan maksimal untuk 

kebutuhan masyarakat. Dan tentunya juga dapat mencegah kemungkinan 

terjadi penyalahgunaan anggaran dan mampu memberikan kesan 

pemerintahan yang baik. 

Proses pertanggungjawaban di desa Karang Paiton menggunakan 

hasil musyawarah desa sebagai bentuk realisasi dari dana desa yang 

digunakan.  Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Bapak 

Abdurrahman selaku Kaur Keuangan desa Karang Paiton yang 

menyatakan bahwa: “kami menggunakan kesimpulan hasil diskusi dari 

musrenbangdes yang telah diadakan bersama perwakilan masyarakat desa 

untuk menjalankan program kerja”.
89

  

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa 

Karangpaiton yaitu Bapak Pipit yang menyatakan bahwa:  

“Untuk realisasi dana desa ya kami menggunakan hasil 

musyawarah desa itu mbak. Dan kalau untuk urusan 

pertanggungjawaban kami sebagai perangkat desa juga sudah 

berupaya secara maksimal mbak apalagi dalam hal pengungkapan 

informasi tentang penggunaan dana desa. Ya tujuan kami adalah 

untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami sudah 
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melakukan segala upaya untuk menciptakan desa yang maju dan 

pemerintahan yang baik”.
90

  

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dalam melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa, perangkat desa 

menggunakan kesimpulan hasil diskusi sebagai acuan dalam 

melaksanakan kegiatan.  

Proses pembuatan pelaporan pertanggungjawaban khususnya 

laporan dana desa narasumber menjelaskan setiap laporan yang dibuat 

diteliti oleh hampir semua instansi dengan tujuan untuk mengantisipasi 

adanya data-data palsu yang digunakan khususnya pada keuangan dana 

desa.  

Proses pertanggungjawaban di desa Karang Paiton juga masih 

didapati beberapa kekurangan yang perlu dikoreksi dan perlu adanya 

perbaikan dalam pembuatan laporan akhir terkait penggunaan dana desa. 

Seperti yang disampaikan oleh Kaur Keuangan yaitu Bapak Abdurrahman 

dalam wawancara yang mengatakan bahwa:  

“Di dalam pembuatan pelaporan yang berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan dana desa pasti akan dilihat oleh kepala 

desa, BPD dan lainnya nduk, karena kalau soal keuangan harus 

berhati-hati itu kan uang negara dan kita juga harus melaporkannya 

kepada atasan”.
91

  

 

Pernyataan Bapak Abdurrahman diperkuat oleh pernyataan Bapak 

Rosidi selaku BPD desa Karang Paiton juga menyampaikan:  

“Iya nduk nanti laporannya itu pasti dikoreksi dulu tapi ya gitu 

nduk untuk saat ini desa Karang Paiton masih belum maksimal 
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dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa ya karena 

kan menggunakan komputer dan dan beberapa dari kami tidak 

terlalu memahami untuk mengoperasikannya, sehingga hal yang 

sering terjadi yaitu waktu pelaporannya sedikit molor”.
92

  

 

Berdasarkan hasil wawancara, dalam mencapai proses 

tanggungjawab yang maksimal tentunya pemerintah desa akan berusaha 

untuk memberikan pelaporan yang baik bagi masyarakat. Dalam konteks 

ini tentunya masyarakat sebagai pihak utama yang akan merasakan 

dampak dari tanggungjawab yang telah diberikan oleh pemerintah desa. 

Namun proses pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa 

masih memiliki kekurangan yang sangat perlu untuk dilakukan perbaikan 

demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan 

harapan.  

3) Responsibilitas  

Responsibilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang 

terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang 

kepada pihak lainnya seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat 

dalam hal memberikan respon dalam segala masalah ataupun kebutuhan 

masyarakat secara baik, efektif dan efisiensi.
93

  

Pemahaman responsibiltas menurut bebarapa perangkat desa 

merupakan suatau pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai 

aturan yang berlaku. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Karang 

Paiton yaitu Bapak Pipit yang menyatakan bahwa: “apapun yang kami 
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perbuat tentunya harus ada pertanggungjawabannya, karena hal seperti itu 

juga ada aturannya sehingga kami menjadikannya sebagai pedoman dalam 

melaksanakan sesuatu”.
94

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Saiful Bahri 

selaku Sekretaris Desa Karang Paiton yang mengatakan bahwa: “kalau 

untuk pertanggungjawaban itu kami harus melakukannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku”.
95

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman perangkat desa Karang Paiton tentang responsibilitas dalam 

pengelolaan dana desa sudah bisa dikatakan cukup baik.  

Perangkat desa dalam pengelolaan dana desa harus memiliki 

kejelasan tanggungjawab dan wewenang apa yang mereka emban serta apa 

saja yang perbolehkan untuk mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka 

lakukan. Perangkat desa Karang Paiton telah memiliki tugas serta 

wewenang dalam melaksanakan pemerintahan desa. Seperti hasil 

wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa Karang Paiton yaitu 

Bapak Pipit yang menyatakan bahwa: “kami itu membuat tugas untuk 

masing-masing perangkat desa dengan tujuan agar jelas tertera apa saja 

yang menjadi tanggung jawab dan wewenang dari masing masing-masing 

perangkat desa”.
96

  

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak 

Rosidi selaku BPD desa Karang Paiton yang mengatakan bahwa kalau 
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perangkat desa sini sudah melakukan tugas dan wewenangnya masing-

masing, tetapi kalau kita mempunyai kemampuan untuk membantu yang 

lain pastinya kami akan saling membantu.
97

 

Berdasarkan hasil wawancara, setiap perangkat desa Karangpaiton 

masing-masing memiliki tanggungjawab dan wewenang yang sudah di 

tuliskan secara jelas dan perangkat desa sudah mengerjakan 

tanggungjawab dan melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangannya.  

2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Karang Paiton Kecamatan 

Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023 

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka kepada 

masyarakat luas. Hal ini berguna agar masyarakat mendapatkan informasi 

tentang dana desa secara akurat dan jujur sehingga tidak ada kecurigaan publik 

mengenai penggunaan dana desa. Pernyataan Bapak Pipit selaku Kepala Desa 

Karang Paiton mengenai keterbukaan dalam pengelolaan dana desa yang 

menyatakan bahwa: :”kalau untuk hal keterbukaan masalah dana desa ya 

masyarakat taunya dari MMT itu aja mbak yang mana MMT kami buat setiap 

tahunnya”.
98

 

 

Pernyataan Kepala Desa didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa 

yaitu Bapak Saiful Bahri dalam wawancara yang mengatakan bahwa: “setiap 
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tahunnya kami akan memasang MMT di depan kantor desa sini dek ya biar 

masyarakat tau informasi tentang dana desa itu”.
99

 

Peneliti juga mewawancarai Ibu Toasi selaku masyarakat desa Karang 

Paiton agar informasi yang didapat lebih akurat, yang menyatakan bahwa: 

“kami tahunya cuma tiap bidang-bidangnya itu dari MMT yang di pajang di 

kantor desa itu”.
100

 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber menyatakan 

bahwasannya sebagian masyarakat desa mengetahui mengenai pengelolaan 

dana desa melalui MMT yang isinya hanya garis besarnya saja. 

 Perangkat desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atas segala kegiatan dan hasil kegiatan tersebut sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Dalam mempertanggung jawabkan 

pengelolaan keuangan dana desa, perangkat desa Karang Paiton telah 

melakukannya dengan baik sebagai bukti kepada masyarakat bahwa mereka 

berusaha menciptakan pemerintahan yang lebih baik.  Seperti hasil wawancara 

dengan Kepala Desa yaitu Bapak Pipit yang menyampaikan bahwa: “intinya 

apa yang saya katakan tadi itu, kami sebagai perangkat desa ya kan 

anggapannya orang yang mengurusi desa kalau masalah pertanggungjawaban 

kami berusaha melakukan yang terbaik”.
101

 

Hasil wawancara dengan Bapak Pipit diperkuat oleh pernyataan Bapak 

Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa  yang juga menambahkan sebagai berikut: 

“kalau itu kami bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan semuanya 

                                                           
99

 Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023. 
100

 Toasi, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 03 Maret 2023.  
101

 Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023. 



67 

 

kepada masyarakat, karena itu penting untuk memberikan bukti kepada 

masyarakat”.
102

  

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perangkat desa Karang 

Paiton telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana desa kepada masyarakat. 

Masyarakat juga ikut serta dalam proses perencanaan dan 

penganggaran dana desa serta masyarakat juga dapat menerima manfaat dari 

pengelolaan dana desa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Toasi selaku 

masyarakat desa Karang Paiton yang menyampaikan bahwa: “kalau ada 

musyawarah desa nanti bakal ada perwakilan dari kami yang diundang ke 

kantor desa, disana kami bisa mengusulkan apa yang mau dibangun seperti 

itu”.
103

 

Masyarakat lain desa Karang Paiton yaitu Ibu Sutini dalam 

wawancaranya juga menambahkan bahwa:  

“Iya dek biasanya ada perwakilan masyarakat yang diundang untuk 

hadir dalam musyawarah yang diadakan di kantor desa itu. Tidak 

semuanya diundang misal di daerah ini mau dibangun apa gitu ya yang 

diundang masyarakat daerah situ dek”.
104

 

 

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh 

Bapak Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa: “setiap ada  musyawarah desa 

yang membahas tentang dana desa kami akan mengundang masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa tersebut”.
105
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Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat 

disimpulkan bahwa perangkat desa sudah melibatkan masyarakat meskipun 

hanya beberapa masyarakat sebagai perwakilan saja untuk ikut serta dalam 

pengelolaan dana desa.  

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di desa Karang Paiton dalam 

pengelolaan keuangan dana desa masih terdapat hambatan yang di alami oleh 

perangkat desa. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Pipit selaku Kepala 

Desa yang menyampaikan bahwa:  

“Apapun yang dikerjakan ya kan sudah pastinya ada hambatannya 

mbak, cuma kalau untuk pengelolaan dana desa ya yang sulit itu 

pelaporan sama pertanggungjawabannya itu tapi kami tetap berusaha 

untuk mengerjakannya semampu kami mbak agar hasilnya juga akan 

baik”.
106

 

 

Pernyataan Kepala Desa diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa 

yaitu Bapak Saiful Bahri yang mengatakan bahwa: “yang susah itu pas akhir-

akhir kayak pelaporannya atau pertanggungjawabannya itu contohnya Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) itu yang susah karena dalam pembuatannya harus 

detail”.
107

 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat 

disimpulkan bahwa perangkat desa sudah melakukan secara maksimal dalam 

proses pengelolaan dana desa. Dalam prosesnya masih ada permasalahan yang 

terjadi, namun dengan adanya permasalahan tersebut akan menjadikan 
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evaluasi bagi perangkat desa Karangpaiton agar lebih baik bagi dalam 

melakukan pengelolaan dana desa. 

C. Pembahasan Temuan  

1. Pemahaman dan Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, dan 

Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Karang 

Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023 

1) Transparansi  

Transparansi itu sendiri memiliki arti keterbukaan pemerintah 

dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan 

sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu 

masyarakat.
108

 

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk 

memperoleh informasi terkait dana desa dan dapat mengurangi tingkat 

penyimpangan anggaran, seperti korupsi.
109

 Pemahaman mengenai 

transparansi menjadi sangat penting karena dapat menunjang 

terlaksananya pemerintahan yang baik dan menjadi salah satu upaya 

untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah 

mudah diwujudkan. 

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dapat disimpulkan 

bahwa perangkat desa Karang Paiton masih belum memahami 
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mengenai transparansi, seperti yang dijelaskan bahwa perangkat desa 

hanya berfokus memberitahukan besarnya dana desa yang diperoleh 

tanpa memberikan informasi yang jelas dana desa tersebut digunakan 

untuk apa saja.   

Pelaksanaan pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan 

daerah juga harus memiliki kebijakan serta prosedur yang diikuti 

penerapan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

dan daerah itu sendiri. Hal ini berguna agar pemerintahan mencapai 

hasil yang terbaik.   

Perencanaan merupakan langkah awal dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan di organisasi manapun, termasuk pemerintah daerah dan juga 

merupakan langkah awal dalam pengelolaan dana desa. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan 

atau dibiayai oleh dana desa dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan oleh pemerintah serta masyarakat desa.  

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang lebih 

dikenal Musrenbangdes merupakan pertemuan perangkat desa dengan 

masyarakat yang menandakan awal dari proses transparansi yang 

dilakukan oleh perangkat desa Karang Paiton. Perangkat desa 

menyelenggarakan Musrenbangdes ini untuk menampung dan 

membahas usulan-usulan dari masyarakat tentang program atau 

pembangunan apa saja yang akan dilakukan di setiap tahun anggaran 

dana desa. 
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Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), perangkat desa yang 

lain, RT, RW serta perwakilan masyarakat desa diminta untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan musrenbangdes. Dalam hal ini bertujuan 

agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Setelah proses musyawarah ini selesai, langkah selanjutnya adalah 

proses kegiatan. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan hasil 

yang diperoleh pada saat Musrenbangdes dan telah disetujui oleh 

semua yang ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa.   

Rencana anggaran kegiatan dalam musrenbangdes yang telah 

disepakati selanjutnya akan dilakukan proses pelaksanan. Dalam proses 

pelaksanaan tersebut Kepala Desa memberikan wewenang kepada 

setiap pelaksana tugas agar merealisasikan semua yang sudah 

disepakati dalam musrenbangdes.  

Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pelaksana akan 

bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) sebagai 

pengawas agar setiap program kegiatan terarah dan berjalan sesuai 

yang diharapkan masyarakat. Sementara dalam proses publikasi di desa 

Karang Paiton, pemerintah desa sudah memasang MMT di depan 

kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui terkait proses 

berjalannya kegiatan yang melibatkan dana desa.  

Pelaksanaan kegiatan dari pernyataan dalam wawancara yang 

disampaikan oleh Bapak Pipit selaku Kepala Desa Karang Paiton, 

menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan penggunaan dana desa sudah 
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melibatkan masyarakat. Keterlibatan ini dapat dilihat dengan adanya 

perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam Musrenbangdes dan 

dalam kegiatan teknis dilapangan beliau menjelaskan setiap kegiatan 

sudah dibagi dan dilaksanakan oleh tim pelaksana masing-masing.  

Prinsip-prinsip transparansi yaitu: 

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, 

pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).  

2. Adanya Publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail 

keuangan. 

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya 

dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. 

4. Laporan tahunan.  

5. Website atau media publikasi organisasi.  

6. Pedoman dalam penyebaran informasi.
110

 

Pemerintahan desa Karang Paiton terdapat beberapa hal yang 

belum sesuai prinsip yang dipaparkan diatas seperti dalam poin 1 

adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses mulai dari dana, 

cara penggunaan dana, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program, 

pemerintah desa Karang Paiton hanya mempublikasikan berapa jumlah 

dana yang di dapat, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya 

bagaimana tidak dijelaskan.  
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Mengenai prinsip selanjutnya mengenai laporan berkala 

mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek 

yang dapat diakses oleh umum juga belum memenuhi prinsip-prinsip 

tersebut karena yang dapat di akses hanya besaran dana anggaran yang 

tertulis di MMT.  

Mengenai laporan tahunan tidak semua masyarakat dapat 

mengakses karena laporan tahunan hanya di paparkan setiap ada 

Musrenbangdes saja dan juga mengenai website atau media publikasi 

pemerintah desa Karangpaiton belum memiliki. 

Jadi jika dilihat dari penjelasan tersebut peneliti menilai dalam 

penerapan dan pemahaman transparansi, perangkat desa Karangpaiton 

masih belum dapat menerapkan dan memahami bagaimana seharusnya 

proses transparansi itu dijalankan. 

2)  Akuntabilitas 

Pemahaman perangkat desa Karang Paiton mengenai 

akuntabilitas dapat dikatakan baik seperti yang dijelaskan oleh 

beberapa perangkat desa yang menyatakan bahwa sudah menjadi 

kewajiban bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan apapun 

kegiatan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan konsep akuntabilitas 

yang menyatakan bahwa setiap kegiatan harus dipertanggung jawabkan 
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kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk 

melaksanakan suatu program.111 

Proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, setiap desa 

yang mendapat dana harus dapat menyediakan laporan 

pertanggungjawaban yang sesuai dan sebenarnya dengan apa yang 

telah dilakukan, karena kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada 

berbagai pihak dan juga pemberian dana kepada pemerintah desa juga 

tidak sedikit.  

Akuntabilitas publik yang merupakan kewajiban pihak 

pemegang amanah untuk memberikan pertanggungiawaban, 

menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanat (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut.
112

  

Dari penjelasan tersebut dalam setiap penurunan APBDes harus 

diawali dengan pembuatan laporan awal yang berisi mengenai program 

kerja dan rencana kegiatan yang telah disepakati dalam 

Musrenbangdes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 

Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan serta sesuai dengan Permendagri 

No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
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Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP 

telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan 

mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem 

keuangan desa (Siskeudes). Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan 

desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan 

keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara 

optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan 

desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang.113 

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Pipit selaku Kepala 

Desa, proses awal pencairan dana desa dengan membuat Rencana 

Penggunaan Dana (RPD) yang diinput secara online ke aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES). Setelah dana tersebut cair akan masuk 

ke rekening desa dan akan dicairkan di bank untuk keperluan desa.  

Kepala Desa Bapak Pipit menjelaskan bahwa pemerintah desa 

sudah berusaha dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana 

desa yang telah terpakai, tujuannya digunakan sebagai bukti kepada 

masyarakat desa bahwa pemerintah desa telah berusaha untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini juga diperkuat dengan 

penjelasan Kaur Keuangan yaitu Bapak Abdurrahman bahwa setiap 

laporan yang menyangkut keuangan terutama dana desa selalu diteliti 

oleh hampir semua instansi mengenai kewajaran pelaporannya dari 

setiap pelaksana kegiatan.  
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3) Responsibilitas 

Pemahaman responsibilitas dalam sebuah organisasi 

pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab 

responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan 

dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa dalam 

melaksanakan tugas yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang 

berlaku.
114

 Seperti hasil temuan dan wawancara dengan perangkat desa 

yang menyatakan bahwa perangkat desa harus melakukan sesuatu 

sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung 

jawabannya.  

Akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama 

yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya keduanya berbeda tetapi 

saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. 

Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan 

responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. 

Akuntabilitas dan responsibilitas juga mempunyai perbedaan 

fokus dan cakupannya. Responsibilitas lebih bersifat internal sebagai 

pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan 

tugas dan wewenang, sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal 

sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa 
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saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat.
115

 Seperti 

pernyataan yang diberikan dalam wawancara dengan Bapak Pipit 

selaku Kepala Desa Karang Paiton, perangkat desa Karang Paiton telah 

melakukan tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan apa yang 

telah ditulis.  

Perangkat desa dalam memegang komitmen, mereka sangat 

hati-hati dalam menjalankan tanggungjawab dan wewenang seperti 

yang dijelaskan oleh Bapak Pipit selaku Kepala Desa yang mengatakan 

bahwa para perangkat desa hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas 

mereka namun jika rekan mereka meminta bantuan mereka juga tidak 

segan untuk membantu.  

Perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada 

undang-undang dari pusat seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa selain undang-undang dari pemerintah pusat, 

pemerintah desa Karang Paiton juga mengacu pada UU dari daerah dan 

peraturan yang dibuat sendiri oleh desa. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perangkat desa Karang Paiton sudah melakukan 

pertanggungjawaban atas sesuatu kewajiban, kemampuan dan 

kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. 

2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Karang Paiton Kecamatan 

Ledokombo Kabupaten Jember tahun 2022/2023 
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Dalam pengelolaan dana desa ada asas-asas yang harus didasarkan di 

setiap prosesnya. Terdapat 4 asas yaitu sebagai berikut: 

1. Transparan  

2. Akuntabel  

3. Partisipatif  

4. Disiplin Anggran dan Tertib
116

 

Dalam pemerintahan desa Karang Paiton, terdapat hal yang belum 

sesuai dengan asas-asas tersebut. Seperti yang dipaparkan diatas dalam 

untuk poin 4 yaitu disiplin anggaran dan tertib, perangkat desa mengalami 

kesulitan dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban seperti 

membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang pembuatannya harus 

detail dan lengkap. Dalam hal ini kesulitan tersebut akan menghambat 

dalam proses pengerjaannya, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak 

dalam penyelesaiannya.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang “Analisis 

Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa 

(Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten 

Jember tahun 2022/2023)” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemahaman Dan Penerepan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas 

dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Karang Paiton Kecamatan 

Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023 

1) Transparansi 

Pemahaman transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa 

Karang Paiton belum bisa dikatakan baik karena minimnya pengetahuan 

perangkat desa tentang transparansi. 

Pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton, peneliti sudah bisa 

dikatakan baik dalam penerapkan prinsip transparansi hal ini dapat dilihat 

dengan adanya proses perencanaan kegiatan yang sudah melibatkan 

perwakilan masyarakat serta sudah terdapat beberapa media informasi 

untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. 

Dilihat dari prinsip-prinsip transparansi pengelolaan dana desa di 

desa Karang Paiton masih ada beberapa poin yang belum terpenuhi seperti 

desa Karang Paiton hanya mempublikasikan berapa jumlah dana yang di 
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dapat, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya bagaimana tidak 

dijelaskan.  

Prinsip selanjutnya mengenai laporan berkala mengenai 

pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat 

diakses oleh umum juga belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena 

yang dapat di akses hanya besaran dana anggaran yang tertulis di MMT. 

Mengenai laporan tahunan tidak semua masyarakat dapat mengakses 

karena laporan tahunan hanya di paparkan setiap ada Musrenbangdes saja 

dan juga mengenai website atau media publikasi pemerintah desa Karang 

Paiton belum memiliki.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menilai perangkat desa 

Karang Paiton belum memahami dan menerapkan bagaimana seharusnya 

proses transparansi itu dijalankan.  

2) Akuntabilitas 

Pemahaman dan penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di 

desa Karang Paiton bisa dibilang sudah baik dalam menerapkan prinsip 

akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dinilai sudah 

memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam 

proses pelaksannan kegiatan masih didapati beberapa kendala yang 

mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang 

terlambat pelaporannya. 
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3) Responsibilitas  

Pemahaman dan penerapan responsibilitas pengelolaan dana desa 

di desa Karang Paiton peneliti menilai pemerintah desa Karang Paiton 

sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas hal ini dilihat dari 

perangkat desa Karang Paiton sudah memiliki pembagian tugas dan 

wewenang mereka masing-masing selain itu juga dalam setiap hal yang 

mereka lakukan mereka selalu mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton  

Pengelolaan dana desa di Karang paiton sudah dapat dikatakan cukup 

baik, namun jika dilihat dari sisi asas-asas dalam pengelolaan dana desa yang 

terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif serta disiplin anggran dan tertib, 

pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton masih ditemukan salah satu asas 

yang belum tercapai.  

B. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang diberikan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pemahaman dan penerapan  

bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan 

dana desa karena dengan pemahaman tersebut akan menciptakan 

pemerintahan desa yang lebih baik.  

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi 

yang akan mereka cari serta menambahkan narasumber yaitu masyarakat desa 
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dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, 

pertanggungjawaban serta proses pelayanan pemerintah desa dalam kegiatan 

dana desa. 
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MATRIK PENELITIAN 

Judul Variabel Indikator Metode Penelitian Rumusan Masalah 

TRANSPARANSI, 

AKUNTABILITAS, 

DAN 

RESPONSIBILITAS 

DALAM 

KEUANGAN DANA 

DESA (STUDI 

KASUS PADA DESA 

KARANG PAITON 

KECAMATAN 

LEDOKOMBO 

KABUPATEN 

JEMBER TAHUN 

2022/2023)  

1. Transparansi  

 

1. Pengertian 

transparansi 

2. Indikator 

transparansi 

1. Jenis dan pendekatan 

penelitian yaitu 

Kualitatif Studi Kasus 

2. Lokasi penelitian Desa 

Karang Paiton 

Kecamatan Ledokombo 

Kabupaten Jember  

3. Teknik pengumpulan 

data  

a. Observasi  

b. Wawancara  

c. Dokumentasi  

4. Teknik analisis data 

a. Pengumpulan data 

b. Reduksi data  

c. Penyajian data  

d. Penarikan 

kesimpulan  

5. Keabsahan data 

menggunakan 

triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber 

1. Bagaiamana 

pemahaman dan 

penerapan 

transparansi, 

akuntabilitas, dan 

responsibilitas 

dalam pengelolaan 

keuangan dana desa 

di Desa Karang 

Paiton Kecamatan 

Ledokombo 

Kabupaten Jember 

Tahun 2022/2023? 

2. Bagaimana 

pengelolaan 

keuangan dana desa 

di Desa Karang 

Paiton Kecamatan 

Ledokombo 

Kabupaten Jember 

Tahun 2022/2023?  

2. Akuntabilitas  1. Pengertian 

akuntabilitas  

2. Indikator 

akuntabilitas  

3. Responsibilitas 1. Pengertian 

responsibilitas  

2. Indikator 

responsibilitas  

 

4. Keuangan Dana 

Desa   

1. Pengertian dana 

desa  

2. Asas-asas 

pengelolaan dana 

desa  

3. Tahap-tahap 

pengelolaan dana 

desa  
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ANALISIS TRANSPARANSI AKUNTABILITAS DAN 

RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA (STUDI KASUS 

PADA DESA KARANG PAITON KECAMATAN LEDOKOMBO 

KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022/2023) 

A. Observasi  

1. Lokasi atau tempat Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo 

Kabupaten Jember. 

2. Kondisi Desa Karang Paiton. 

B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana pemahaman anda tentang transparansi?  

2. Bagaimana proses perencanaan dana desa?  

3. Bagaimana proses pelaksanaan dana desa mengenai keterbukaan yang 

dilakukan perangkat desa terkait dengan dana desa? 

4. Bagaimana proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam 

mengawasi program kegiatan yang dilakukan oleh desa? 

5. Bagaimana proses pertanggungjawaban dana desa?  

6. Bagaimana pemahaman anda tentang akuntabilitas? 

7. Bagaimana proses awal pencairan dana desa?  

8. Bagaimana proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan dan 

pengawasan penggunaan dana desa?  

9. Bagaimana proses pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan dan 

realisasi dana desa yang telah digunakan?  

10. Bagaimana proses pembuatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa?  

11. Bagaimana pemahaman anda tentang responsibilitas? 

12. Bagaimana kejelasan tanggungjawab dan wewenang perangkat desa 

Karang Paiton?  

13. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan perangkat desa dalam 

pengelolaan dana desa?  

14. Bagaiaman bentuk pertanggungjawaban perangkat desa mengenai 

pengelolaan dana desa?  



15. Bagaimana bentuk partisipatif  masyarakat desa dalam pengelolaan dana 

desa?  

16. Bagaimana proses pengelolaan dana desa secara keseluruhan?  

17. Bagaimana anda melihat perangkat desa tentang pengelolaan dana desa? 

C. Dokumentasi  

1. Struktur Perangkat Desa Karang Paiton  

2. Wawancara Bersama Narasumber  

a) Kepala Desa  

b) Sekretaris Desa  

c) Kaur Keuangan  

d) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

e) Masyarakat Desa 
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DOKUMENTASI 

 

Sejarah Kepemimpinan Karang Paiton  

 



 

Sejarah Desa Karang Paiton  



 

Struktur Perangkat Desa Karang Paiton 

 

 

Wawancara dengan Bapak Pipit Aris Sudarmono selaku Kepala Desa Karang 

Paiton 



 

Wawancara dengan Bapak Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa Karang Paiton  

 

Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Kaur Keuangan Desa Karang 

Paiton  



 

Wawancara dengan Bapak Rosidi selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Karang Paiton  

 

 

Wawancara dengan Ibu Toasi selaku masyarakat Desa Karang Paiton  

 

 



 

Wawancara dengan Ibu Sutini selaku masyarakat Desa Karang Paiton 
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